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ABSTRAK: -

CATATAN :

Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi menetapkan fatwa dan
memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan
Kabupaten/ Kota dan/ atau Instansi Vertikal dalam Bidang Pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Ekonomi, serta memberikan nasehat dan
bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam dan bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan peraturan
mengenai pelaksanaan Syariat Islam dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis
Permusyawaratan Ulama. Berdasarkan Pertimbangan dimaksud perlu membentuk
Qanun Aceh tentang Tata cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan
Ulama.

Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia; UU No.24 Tahun 1956; UU No.44 Tahun 1999; UU
No.11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun
2000; Qanun Provinsi NAD No.11 Tahun 2002; Qanun Provinsi NAD No.9 Tahun 2003;
Qanun Aceh No.2 Tahun 2009; Qanun Aceh No.8 Tahun 2014; Qanun Aceh No.7
Tahun 2015.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Sasaran
Pemberian Pertimbangan, Bentuk Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama,
Pemberian Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintahan Aceh dan Kebijakan
Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Sosialisasi Pertimbangan Majelis Permusyawaratan
Ulama, Pengawasan Pelaksanaan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama,
Ketentuan Lain-Lain, Penutup.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2018

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih
lanjut akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan : 6 him



